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Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia berperan strategis 

dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai 
dengan kriteria Standar Penilaian Akreditasi yang dilakukan oleh 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Standar 
tersebut juga berlaku di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 
khususnya FTIK IAIN Pontianak sebagai pilihan di mana Fakultas 
Keislaman yang berstatus negeri se-Kalimantan Barat. 

Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana ini 
merupakan standar untuk menjamin agar pendidikan tinggi yang 
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan standar nasional 
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik 
Perguruan Tinggi Umum (PTU), maupun Perguruan Tinggi Agama 
(PTA). Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut implementasi 
standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaksanakan di FTIK 
IAIN Pontianak. 

Untuk itu tim penulis kemudian melakukan serangkaian 
penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam 
tentang pelaksanaan standar pendidikan, dan pembelajaran di 
lingkungan FTIK IAIN Pontianak, meliputi; 
1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya; 
2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu; 
3) Mahasiswa, dan lulusan; 

 

Selayang Pandang 
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A. Latar Belakang 

Seiring dengan perubahan zaman, sistem yang berlaku di 
lembaga pendidikan dituntut untuk terus menerus dilakukan perbaikani 
agar tidak terlindas oleh proses perubahan yang semakin cepat. Era 
postmodern dan globalisasi seperti sekarang ini menuntut terjadinya 
perubahan secara divergen bukan convergen seperti pada era modern. 
Dengan kata lain, segala bentuk perubahan positif ke semua arah, dan 
menghadirkan dunia yang semakin majemuk sangat diperlukan, 
dibandingkan dengan konsep pemikiran koservatif dunia yang 
diseragamkan. Oleh karena itu, jika lembaga pendidikan ingin tetap 
maju maka seharusnya lembaga tersebut dapat beradaptasi dengan 
heterogenitas nilai, pengetahuan, kebudayaan dan corak sosial, serta 
politik dalam masyarakat. 

Mencermati trend perubahan tersebut lembaga Pendidikan 
Tinggi diharapkan dapat menjawab tuntutan perubahan dengan arif dan 
bijaksana. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, 

 

PENDAHULUAN 
BAB 

I 
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dan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi sedang gencar-
gencarnya dilakukan. Salah satu diantara upaya tersebut adalah dengan 
menetapkan standar nasional pendidikan tinggi yang dikenal dengan 
istilah Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan. 

Standar penilaian normatif ini berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 yang merupakan 
standar minimal penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) 
di Indonesia. Adapun secara spesifik tujuan standar akreditasi ini 
berdasarkan Pemendikbud tersebut tercermin pada pasal 3 yaitu antara 
lain :  

Pertama, menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang 
berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, 
serta pembudayaan bangsa indonesia yang berkelanjutan. 

Kedua, Menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh 
Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar nasional 
pendidikan tinggi.  

Ketiga, mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah 
hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengab-
dian kepada masyarakat melampaui kriteria yang telah ditetapkan 
dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan berkelanjutan. 

Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan 
pendidikan telah ditetapkan dengan standar nasional pendidikan tinggi 
untuk menggaransi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penga-
jaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang diseleng-
garakan oleh sebuah Perguruan Tinggi benar-benar dapat mencapai 
tujuan pendidikan nasional. 
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Selanjutnya, standar ini juga telah diimplementasikan pada 
setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia 
seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Implementasi hal ini, minimal di-
sesuaikan dengan standar penilaian akreditasi program studi sarjana 
yang sudah di breakdown menjadi Standar Penyelenggaraan PT secara 
kontekstual yang sesuai dengan situasi, dan kondisi masing-masing 
daerah. 

Dalam konteks penyelenggaran di IAIN Pontianak, upaya dari 
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) kini menjadi berganti 
nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan menyusun 
SPMI yaitu Standar Peningkatan Mutu Internal. SPMI dikembangkan 
oleh IAIN Pontianak berfokus pada standar pendidikan dan pengajaran 
tidak kepada standar mutu penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

SPMI ini diharapkan menjadi standar minimal untuk IAIN 
Pontianak dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. 
Ujung tombak dari penyelenggaraan SPMI idealnya adalah fakultas-
fakultas di lingkungan IAIN. Karena, hal ini terkait dengan pencapaian 
standar tersebut. 

Dari hal tersebut, tim penulis kemudian melakukan penelitian 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian akreditasi program 
studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
di lingkungan FTIK IAIN Pontianak terutama dalam bidang Pendidik-
an dan Pengajaran. Karena, untuk kedua bidang lainnya (Penelitian, 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN belum membuat SPMI-nya. 
Selain itu, dalam Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana 
yang diselenggarakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT) ada 8 ruang lingkup standar tersebut yaitu; Standar 
Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses 
Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, standar dosen, dan 
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tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 
standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pem-
belajaran. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kedelapan 
standar tersebut dalam implementasinya FTIK IAIN Pontianak. 

Hal ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan sejauh mana 
kebijakan yang dibuat dapat diimplementasi di lapangan. Diharapkan, 
melalui penelitian ini akan terpetakan penerapan standar di lingkungan 
FTIK. Kemudian, jika belum terlaksana akan dicarikan jalan keluar 
untuk mengatasinya. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pengambilan 
kebijakan pimpinan FTIK dalam rangka meningkatkan mutu penye-
lenggaraan pendidikan di lembaga ini terutama 8 standar minimal 
penyelenggaraan pembelajaran di FTIK. Sebagai kerangka acuan 
penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 49 tahun 2914 dan SPMI 
IAIN Pontianak. 
 

B. Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran di 

Lingkungan FTIK IAIN Pontianak? 
2. Bagaimana upaya pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan 

pelaksanaan standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan 
FTIK IAIN Pontianak? 

3. Bagaimana kesiapan tenaga administrasi FTIK dalam rangka men-
dukung implementasi standar pendidikan dan pembelajaran di 
lingkungan FTIK IAIN Pontianak? 

4. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak 
FTIK dalam rangka implementasi Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi di lingkungan FTIK? 
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C. Tujuan 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 
1. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pelak-

sanaan standar pendidikan dan pembelajaran pada FTIK IAIN 
Pontianak.  

2. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang peran yang 
dilakukan oleh Pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan pelak-
sanaan Standar pendidikan dan pembelajaran pada FTIK IAIN 
Pontianak.  

3. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang kesiapan 
para tenaga administrasi di FTIK dalam mendorong terwujudnya 
pencapaian Standar Pendidikan dan pembelajaran. 

4. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi standar penilaian 
akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Per-
guruan Tinggi (BAN-PT) di lingkungan FTIK IAIN Pontianak. 

 
D. Manfaat 

Manfaat dari hasil: 
1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

berharga bagi FTIK IAIN Pontianak di mana untuk mengevaluasi 
pelaksanaan program, dan sebagai bahan kajian untuk menyusun 
kebijakan pengembangan lembaga ke depan.  

2. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan kajian akademik 
tentang implementasi standar nasional pendidikan tinggi dalam 
konteks lokal. 

3. Bagi IAIN Pontianak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi, dan 
proyeksi untuk pengembangan fakultas-fakultas di lingkungan IAIN 
Pontianak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan 
PTKN. 
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A. Implementasi Kebijakan Pendidikan 

a) Pengertian Implementasi 

Pengertian implementasi berdasarkan definisi dari para ahli 
terdapat berbagai macam. Menurut Guntur Setiawan (2004:39) 
bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling 
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan, dan tindakan untuk 
tercapai suatu tujuan tersebut, serta memerlukan jaringan pelak-
sana, birokasi yang efektif. 

Selanjutnya, Hanifah Harsono (2002:67) menyatakan 
bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan 
kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. 
Sehingga, suatu implementasi merupakan suatu bentuk pengem-
bangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. 

Sedangkan, Menurut Nurdin Usman (2002:70), menyatakan 
bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindak atau 
adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi bukan 

 

KAJIAN TEORI 
BAB 

II 
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Mustopadidjaja (dalam Hanif Nurchlis, 2007: 263-264) 
menjelaskan bahwa : Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi 
yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai 
keputusan di mana untuk mencapai tujuan tersebut yang berisikan 
ketentuan-ketentuan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam; 
a) Pengambilan keputusan lebih lanjut dilakukan baik kelompok 

sasaran atau pun (unit) organisasi pelaksana kebijakan. 
b) Penerapan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi 
pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud-
kan. 

 
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan 
dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga / instansi 
pemerintah berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan. Peraturan atau program merupakan peren-
canaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputu-
san agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai. 

Sedangkan, kebijakan pendidikan atau educational policy, 
menurut Ali Imron (1995:21) adalah suatu pertimbangan didasar-
kan atas sistem nilai, dan beberapa penilaian atas faktor-faktor 
bersifat situasional. Di samping itu, pertimbangan merupakan 
perencanaan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan 
pendidikan yang bersifat melembaga. 

Di dalam masyarakat modern proses pendidikan tidak dapat 
dilakukan secara terbatas oleh keluarga maupun masyarakat. 
Pendidikan semestinya menjadi tugas bersama di dalam masya-
rakat. Sehingga, muncullah lembaga pendidikan yang berpusat 
pada pelatihan yang proses pendidikan dapat berjalan secara 
formal. 
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Di dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan 
pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan 
oleh stakeholder lembaga pendidikan dapat tercapai (H.A.R. 
Tilaar, 2008: 16-18). 

Kebijakan pendidikan terkait dengan peraturan kehidupan 
dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas 
dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan 
tidak terlepas dari hakikat manusia. Selanjutnya hakikat manusia 
akan membawa pada tujuan hidup manusia, dan dapat mewujud-
kan tujuan tersebut. 

Di sini peneliti, muncul pertanyaan mengenai apakah 
sebenarnya proses pendidikan? Pengertian hakikat proses pendidi-
kan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu makna 
dari proses pendidikan ialah pendidikan sebagai salah satu proses 
pemberdayaan. (H.A.R. Tilaar, 2008:18-19). Pemberdayaan diarti-
kan sebagai usaha meningkatkan peran, dan fungsi suatu sumber 
daya (Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia 
(SDM)) menuju pemanfaatan yang tidak sia-sia (mubadzir secara 
duniawi dan ukhrowi). Sehingga pemberdayaan merupakan kegia-
tan terpadu antara berbagai unsur satuan organisasi, serta berbagai 
aspek kegiatan kehidupan dunia dan akhirat (Http://global-
i.weebly.com/pemberdayaan.html). 

 
c) Implementasi dalam Kebijakan Pendidikan 

Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan tidak berlebih maupun 
tidak kurang. 

Menurut Riant Nugroho D. (2006:119), implementasi 
kebijakan adalah suatu hal yang paling berat, masalah yang tidak 
dijumpai dalam konsep pendidikan. Selain itu, ancaman utama 
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Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 
2009:134) implementasi kebijakan merupakan sebagai kese-
luruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-
pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan 
kepada pencapaian tujuan kebijakan telah ditentukan terlebih 
dahulu. Dengan ini tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional 
maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan 
kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. 

Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teori tentang 
implementasi dengan menyampaikan enam variabel diantaranya 
meliputi: 
1) Stanndar dan tujuan kebijakan; 
2) Sumber daya; 
3) Komunikasi; 
4) Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; 
5) Karakteristik agen pelaksana; 
6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana. 

(Arif Rohman, 2009:137) 
 

Menurut M. Grindle (Arif Rohman, 2009:134) bahwa 
proses implementasi mencakup tugas untuk membentuk suatu 
ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasi-
kan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Seorang ahli yang 
bernama Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009:135) mendasarkan 
diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, 
implementasi adalah suatu aktivitas untuk mengoperasikan sebuah 
program. 
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d) Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Suatu implementasi kebijakan menghasilkan keberhasilan 

yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, dan kelompok sasaran 
kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa 
ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan, dan keberhasi-
lan dalam implementasi kebijakan yaitu: 
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan dibuat oleh para 

pengambilan keputusan, terkait kalimat yang jelas atau tidak, 
sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah 
diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau 
tidak. 

b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang 
menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komit-
men, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, 
serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksanaan 
kebijakan. Dalam personil pelaksanaan adalah latar belakang 
budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Hal 
itu dapat mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam 
menjalankan misi implementasi kebijakan tersebut.  

c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksanaan, yakni 
menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-
masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan 
dari pemimpin organisasi, aturan main organisasi, target 
masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring biasa 
digunakan, serta evaluasi yang dipilih. 
 

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 
2007:90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang 
mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori 

terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran untuk 
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mencapai hasil telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau 
perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab-akibat. Teori 
ini terdiri dua bagian, bagian pertama adanya keterkaitan antara 
pencapaian dengan tolak ukur atau hasil yang diharapkan. 
Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan kebijakan 
yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. 

b. Undang-undang atau peraturan tidak boleh bermakna ganda. 
Dalam hal ini pemerintah dapat mengkaji ulang produk hukum. 
Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan 
kejelasan di mana keduanya berlaku secara internal maupun 
dalam keseluruhan program yang dilak-sanakan oleh pihak 
pelaksana. 

c. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial 
dan politis, serta komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. 
Para pemimpin dan perumusan kebijakan dapat mengambil 
langkah baik pada ranah perencanaan sebuah peraturan 
maupun dalam pengangkatan personil baru non layanan 
masyarakat. Hal ini guna meningkatkan isi dan keterdukungan 
pemimpin terhadap pencapaian tujuan undang-undang tersebut. 

d. Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan 
(pemilih, perumusan undang-undang, dan pengadilan yang 
mendukung).  

e. Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifi-
kan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang 
sangat darurat pada publik atau perubahan keadaan sosial 
ekonomi sesuai, dan didasarkan pada teori perundang-
undangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik. 
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B. Pengertian Standar Penilaian Akreditasi Program Studi 
Sarjana 

Berbicara tentang standar penilaian akreditasi program studi 
sarjana dalam hal ini tidak terlepas dari kehadiran Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT dapat melakukan 
kegiatannya tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan yang 
menjaga kebijakan tersebut. Penetapan Standar Nasional Pendidikan 
merupakan amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Pada mulanya, BAN-PT didirikan tahun 1994 untuk menyeleng-
garakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Seiring per-
kembangan zaman, dan kebutuhan terhadap akreditas perguruan tinggi 
di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1999 BAN-PT menye-
lenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 
2001 dengan program doktor (S3). Kemudian pada tahun 2007 
diselenggarakan akreditasi untuk Institusi Perguruan Tinggi. 

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-
PT  berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari 
perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan meliputi 
program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), 
magister (749 program studi), dan doktor (59 program studi). Dalam 
dua tahun terakhir ini telah dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi 
perguruan tinggi negeri dan swasta. 

Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI 
Nomor 19 tahun 2005, dan peraturan perundang-undangan lainnya 
serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan 
tinggi menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi 
perguruan tinggi, serta program studi. Oleh karena itu, diperlukan 
akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi tahun 2008 ini 
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disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal 
peraturan perundang-undangan, dan tuntutan praktik proses akreditasi 
terbaik yang berlaku secara internasional (international best practices). 

Standar akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh 
program studi sarjana. Standar akreditasi terdiri atas beberapa para-
meter (indikator kunci) dapat digunakan sebagai dasar; (1) Penyajian 
data dan informasi mengenai kinerja, keadaan, dan perangkat kepen-
didikan program studi sarjana dituangkan dalam instrumen akreditasi; 
(2) Evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan, dan perangkat 
kependidikan program studi sarjana; (3) Penetapan kelayakan program 
studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) 
Perumusan rekomendasi perbaikan, dan pembinaan mutu program studi 
sarjana. 

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar 
tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institu-
sional (institutional capacity), dan komitmen terhadap efektivitas 
program pendidikan (educational effectiveness) dapat dikemas dalam 
standar akreditas. 

Untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka men-
cerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak, serta peradaban 
bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program 
akreditasi program studi yang dilaksanakan olen BAN-PT. Akreditasi 
program studi sarjana adalah proses evaluasi dan penilaian secara 
komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu, dan 
kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi untuk 
menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian 
dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang 
terdiri atas pakar memahami penyelenggaraan program akademik 
program studi. 
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mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional 
pendidikan tinggi. 

c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI 
mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.  

 
1. Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi 

Implementasi merupakan penerapan dari standar mutu perguruan 
tinggi yang mengaju kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada 
tingkat satuan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi menetapkan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kerangka acuan standar 
mutu pada masing-masing Perguruan Tinggi. Berikut ini merupakan 
langkah-langkah dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, 
yaitu : 
a. Langkah Pertama: Penetapan kelembagaan implementasi standar 

mutu perguruan tinggi. 
Untuk mengimplementasikan standar mutu perguruan tinggi 

ditetapkan dalam suatu peraturan dibutuhkan suatu kelembagaan di 
dalam perguruan tinggi dalam melaksanakan, mengendalikan, dan 
mengembangkan standar mutu tersebut secara berkelanjutan. 

 
Paling tidak terdapat tiga alternatif model kelembagaan 

dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, yaitu: 
1) Membentuk unit/lembaga/kantor/biro yang bertugas melaksana-

kan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu per-
guruan tinggi; 

2) Implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke 
dalam kelembagaan perguruan tinggi. Sehingga tidak perlu 
dibentuk kelembagaan khusus yang menangani implementasi 
standar mutu perguruan tinggi; 
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3) Pada tahap awal dibentuk unit/lembaga/kantor/biro yang ber-
tugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan 
standar mutu perguruan tinggi. Sampai batas waktu yang ditetap-
kan, secara berangsur pelaksanaan, pengendalian, dan pengem-
bangan standar mutu diintegrasikan ke dalam kelembagaan 
perguruan tinggi. 

 
Masing-masing alternatif model kelembagaan sebagaimana 

dikemukakan di atas memiliki kelebihan, dan kekurangan. Oleh 
karena itu setiap perguruan tinggi dapat menjalankan penjaminan 
mutu dengan jalan mengelola standar mutu perguruan tinggi harus 
mempertimbangkan secara saksama kemampuan, budaya organi-
sasi, ukuran, serta sejarah yang dimiliki oleh perguruan tinggi 
tersebut. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa untuk sebuah 
perguruan tinggi yang relatif baru berdiri, jumlah program studi, 
serta mahasiswa yang dikelola relatif kecil, kemampuan pendanaan 
terbatas, dan belum memiliki budaya organisasi. Oleh karena itu, 
sebaiknya memilih alternatif lain, yaitu implementasi standar mutu 
perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan 
tinggi. 

Alternatif model kelembagaan manapun yang dipilih, kelem-
bagaan tersebut memiliki fungsi dan tugas antara lain sebagai 
berikut: 
1) Menjaga seluruh proses pengelolaan standar; 
2) Memantau pengaruh proses pada mutu kegiatan suatu unit; 
3) Mengkoordinasi rapat manajemen untuk membahas implemen-

tasi standar mutu di unit; 
4) Melaporkan setiap kemajuan, dan hambatan dalam implementasi 

standar mutu; 
5) Menemukan penyimpangan, dan melakukan tindakan koreksi;  
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6) Melakukan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara 
berkelanjutan. 

b. Langkah Kedua: Penyusunan manual implementasi standar mutu 
perguruan tinggi. 

Agar implementasi standar mutu perguruan tinggi dapat 
dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu penjaminan mutu perguruan 
tinggi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuh-kan penetapan 
manual/petunjuk pelaksanaan mengenai prosedur/tata cara imple-
mentasi standar mutu perguruan tinggi untuk setiap standar mutu 
perguruan tinggi. Manual implementasi ini diperlukan untuk men-
cegah multi tafsir dari para pelaksana standar di lapangan tentang 
implementasi suatu standar mutu perguruan tinggi dilaksanakan. 

Tim/ satuan tugas yang dibentuk oleh perguruan tinggi dapat 
merancang manual implementasi standar mutu perguruan tinggi. 
Dalam hal ini dapat dikemukakan sebuah contoh tentang Manual 
Implementasi Standar Mutu Kehadiran Dosen Dalam Tatap Muka. 

 
Tabel 2. 1 

Standar Mutu Kehadiran Dosen : 16 Kali 
Tatap Muka Persemester 

 
No Urutan Kegiatan Petugas 
1. Meminta jadwal kuliah setiap dosen  Tata Usaha Fakultas 
2. Menyusun jadwal kuliah lengkap per 

semester 
Tata Usaha Fakultas 

3. Mengumumkan jadwal kuliah kepada 
mahasiswa 

Tata Usaha Fakultas 

4. Menyediakan berita acara kuliah setiap 
dosen yang berisi tanggal, pokok bahasan, 
tanda tangan dosen 

Biro Administrasi 
Akademik 

5. Mengisi berita acara kuliah Dosen 
6. Menyusun rekapitulasi kehadiran dosen Tata Usaha Fakultas 
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Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan presentasi, dan 
diskusi draft standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen 
yang telah selesai dirumuskan oleh tim. Melalui kegiatan ini akan 
diperoleh masukan dari berbagai pihak yang dapat dipergunakan 
sebagai dasar penyempurnaan dokumen tersebut. 

Setelah standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen 
selesai dirumuskan, serta telah ditetapkan dalam suatu peraturan 
oleh pemimpin perguruan tinggi maka sebelum implementasi secara 
menyeluruh hal-hal tersebut perlu didiseminasikan secara saksama. 

Dalam kegiatan ini, selain dipresentasikan penjaminan mutu 
secara konseptual harus diperagakan tentang proses implementasi 
standar mutu perguruan tinggi in action. Selain itu, dapat juga 
dilakukan dengan memilih satu atau lebih unit sebagai model uji 
coba. Melalui diseminasi ini diharapkan baik penanggungjawab, 
pelaksana, dan sasaran penerapan standar mutu perguruan tinggi, 
memiliki pemahaman, dan komitmen untuk mengimplementasikan 
standar mutu yang telah ditetapkan. 

e. Langkah Kelima: Implementasi standar mutu, kelembagaan, 
manual, serta dokumen. 

Implementasi standar mutu oleh penanggungjawab, pelak-
sana, serta sasaran penerapan standar mutu dalam suatu sub 
komponen perguruan tinggi dimulai dengan melihat rumusan 
standar dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Mengacu pada 
standar penanggungjawab, pelaksana, serta sasaran penerapan 
standar mutu membaca manual implementasi standar mutu setiap 
kegiatan dalam suatu sub komponen. Setelah itu siapkan dokumen 
yang relevan dengan setiap langkah dalam kegiatan tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, dokumen ini berfungsi 
sebagai penuntun kegiatan agar sesuai dengan manual. Selain itu, 
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juga berfungsi sebagai sarana pengendalian agar pelak-sanaan 
kegiatan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada 
gilirannya, hasil pengendalian digunakan untuk mengembang-
kan/menaikkan standar ke arah yang lebih baik. 

 
2. Evaluasi Implementasi Standar Mutu atau Manajemen Kendali 

Mutu di Perguruan Tinggi. 
Sebagai upaya untuk melihat hasil dari implementasi dari standar 

mutu atau manajemen kendali mutu di perguruan tinggi, maka perlu 
dilakukan evaluasi secara bertahap. Berikut ini alur tahapan evaluasi 
manajemen kendali mutu di perguruan tinggi : 

 

Ya 

Penentuan 
standar mutu 

Audit butir mutu 

Kesenjangan 
standar mutu 

dan hasil audit 

Identifikasi 
action untuk 
memenuhi 

standar mutu 

Evaluasistandar 
mutu dan kaizen 

Laksanakan action 
tersebut 

Tidak 

Gabungkan pada 
proses PDCA 

berikutnya 

 
Gambar 1: Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi (lihat Buku 
Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen. Dikti, 2003) 
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C. Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK 
IAIN Pontianak 

Standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN 
Pontianak dalam penelitian ini mengacu pada standar, dan elemen 
penilaian akreditasi program studi sarjana. Hal ini karena standar, dan 
elemen penilaian mengacu pada standar dokumen akreditasi berupa 
evaluasi diri dan borang program studi, serta borang yang di isi oleh 
Fakultas/Sekolah Tinggi. Adapun standar tersebut terdapat dalam buku 
V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana, yaitu:  
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya. 
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu. 
3. Mahasiswa, dan lulusan.  
4. Sumber Daya Manusia  
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. 
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. 
7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja-

sama. 
 

Adapun deskripsi standar 7 poin di atas dirinci menjadi elemen 
penilaian/parameter dalam buku V Pedoman Penilaian Akreditasi 
Program Studi Sarjana adalah sebagai berikut.  
1. Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

Standar pertama dalam standar peniliaian akreditasi program 
studi adalah berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi 
digunakan untuk mencapai tujuan. Dari penerapan poin meng-
gambarkan keunggulan mutu penyelenggaraan, dan strategi prog-
ram studi untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, strategi, 
dan upaya perwujudan. Hendaknya dapat dipahami dan didukung 
dengan penuh komitmen, serta partisipasi yang baik oleh seluruh 
pemangku kepentingannya mulai pada level top manager sampai 
lower manager. 
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Indra Bastian (2007: 3) menanyakan bahwa rumusan visi dan 
misi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 
Rumusan Visi 
a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi. 
b) Memberikan arah, dan fokus strategi yang jelas. 
c) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap 

jajaran dapat berperan dalam mendefinisikan, dan membentuk 
masa depan organisasi. 

d) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam ling-
kungan organisasi. 

e) Mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi. 
 

Rumusan Misi  
a) Melengkapi semua pesan yang terdapat dalam visi. 
b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai. 
c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan di-

layani. 
d) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder. 

 
Berdasarkan hal tersebut, seluruh rumusan yang men-jadi 

standar pencapaian di atas hendaknya dapat dipahami, dijabarkan 
secara logis, sekuensi, dan langkah-langkah yang disusun di dalam-
nya mengikuti alur pikir (logika) secara akademik. Strategi dirumus-
kan didasari analisis kondisi yang komprehensif dengan meng-
gunakan metode, dan instrumen yang shahih, dan andal. Sehingga, 
menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan, dan kinerja 
yang sistematis, saling berkontribusi, dan berkesinambungan. 

Kesuksesan di salah satu sub-sistem akan berkontribusi, dan 
ditindaklanjuti oleh sub-sistem selanjutnya. Berdasarkan hal ter-
sebut, strategi, serta keberhasilan pelaksanaan akan diukur dengan 
ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepenti-
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Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksa-
nakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan 
staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus 
mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada 
semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management 
system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer satisfaction). 
a. Deskripsi 

Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk me-
melihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan 
kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program 
studi. Tata pamong yang baik terlihat dari lima kriteria yaitu 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan fair-
ness. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif 
dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga, 
dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebija-
kan, dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi. Tata 
pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai 
dan norma, serta dukungan institusi, dosen, mahasiswa, karyawan 
dan stakeholders. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma 
institusi, dosen, karyawan dan mahasiswa ini didukung dengan 
adanya mekanisme pemberian penghargaan, dan sanksi yang 
diberlakukan secara konsisten dan konsekuen. 

Untuk membangun tata pamong yang baik (good gover-
nance), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (strong 
leadership) dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu, dan 
kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat 
adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan, 
dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang 
masa depan). 
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Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan 
yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata 
pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi berfungsi 
untuk memelihara efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam 
upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan, 
serta memelihara integritas program studi. 

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan baiknya 
sistem pengelolaan fungsional program studi dengan meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, 
pengawasan, monitoring dan evaluasi terutama dalam penggunaan 
sumber daya pendidikan. Agar, tercapai efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup 
program studi. 

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin 
berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada 
program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan 
akademik, operasional, personalia, keuangan, dan seluruh sumber 
daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang di-
harapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang 
matang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta personil 
yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional dengan 
dilengkapi berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan 
dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring 
dan evaluasi yang kuat, serta transparan. 

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi 
yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, 
mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, 
sistem informasi dan evaluasi yang dirumuskan secara baik, 
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dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif 
untuk semua unsur program studi. 

Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan 
eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, 
output, dan outcome dalam sistem program studi antara lain melalui 
audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu 
eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap 
para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui audit, dan 
asessmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit 
oleh pemerintah dan publik. 

b. Elemen Penilaian: 
1) Organ dan sistem tata pamong yang baik (good university 

governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akun-
tabilitas, tanggungjawab, dan fairness penyelenggaraan prog-
ram studi.  

2) Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanis-
me yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan 
mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam prog-
ram studi.  

3) Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang 
dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika 
mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan, sanksi dan 
pedoman, serta prosedur pelayanan (administrasi, perpustaka-
an, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisa-
sikan, dilaksanakan, dievaluasi, dipantau dengan peraturan 
dan prosedur yang jelas.  

4) Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi 
perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, 
norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, 
serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.  
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5) Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumus-
kan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta 
mengkomunikasikan visi ke depan dengan menekankan pada 
keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi 
secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan 
visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, 
peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan 
tinggi.  

6) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi 
efektif (planning, organizing, staffing, leading, controlling 
dan operasi internal, serta eksternal).  

7) Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang 
efektif, dan diterapkan dengan jelas pada tingkat program 
studi. Mekanisme penjaminan mutu harus men-jamin adanya 
kesepakatan, pengawasan, dan peninjauan secara periodik 
setiap kegiatan dengan standar serta instrumen yang shahih 
dan andal.  

8) Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akun-
tabilitas program studi (input, proces, output, dan outcome) 
terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui 
audit dan asesmen eksternal. Misalnya mekanisme sertifikasi, 
akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi 
dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil audit dan 
assesmen eksternal. 

 
3. Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan 

Arief Budiman (2006:251-252), menyatakan bahwa : Mahasiswa 
adalah pemuda-pemuda berjiwa dinamis, terpelajar, karena ia menge-
tahui persoalan yang dihadapi secara cepat. Dalam keadaan seperti ini, 
dalam keadaan di mana dasar negara sedang ada dalam bahaya, maha-
siswa berhenti menjadi mahasiswa; Mereka adalah warga Indonesia 
yang harus menyelamatkan negaranya. 
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Berdasarkan pendapat di atas, mahasiswa pada akhirnya akan 
kembali pada masyarakat, dan berjuang untuk masyarakat. Sehingga, 
dari pandangan tersebut Perguruan Tinggi bertugas mempersiapkan 
mahasiswa agar siap untuk digunakan oleh masyarakat dan mencetak 
pribadi mahasiwa yang mampu membawa perubahan positif pada 
masyarakat. 

Dari pandangan tersebut, maka buku V Pedoman Penilaian 
Akreditasi Program Studi Sarjana pada Standar 3 menempakan 
keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan sebagai salah satu standar 
acuannya. Dalam hal ini, sebuah program studi harus memberikan 
jaminan mutu, kelayakan kebijakan dan implementasi sistem rekrut-
men, serta seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan 
sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus 
menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama 
sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan 
kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi men-
capai tujuan melalui strategi yang dikembangkan oleh program studi. 

Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem 
perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan 
input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupa-
yakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat, serta 
bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra 
perbaikan yang berkelanjutan program studi tersebut.  
a. Deskripsi 

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan 
sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan 
akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, 
penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrut-
men dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada 
mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan 
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ekonomi. Selain itu, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kese-
suaian dengan karakteristik mutu, serta tujuan program studi. 

Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi 
calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan mengusulkan 
persyaratan mutu input maupun daya tampung kepada institusi. Akses 
layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat, serta bakat yang 
diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan 
mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra-
kurikuler. 

Dalam pengelolaan lulusan yang bermutu program studi me-
nyiapkan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengemba-
ngan karir, magang, dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi 
dengan lulusan berupa tracer study  dan penggalangan dukungan, serta 
sponshorship pada lulusan tersebut. 

b. Elemen Penilaian: 
1) Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa 

(mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada 
jenjang pendidikan, equitas wilayah, kemampuan ekonomi, dan 
jender), pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan 
alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan 
timbal balik alumni). 

2) Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon 
mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa bermutu 
dengan keterukuran dari jumlah peminat, proporsi pendaftar 
terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan adanya 
registrasi. 

3) Profil mahasiswa meliputi: prestasi dan reputasi akademik, 
bakat, serta minat. 
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4) Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, 
mutu, harga, dan intensitas. 

5) Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi 
mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi 
tersebut. 

6) Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, 
harga, dan intensitas. 

7) Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, 
pemutakhiran, profil pendidikan dengan masa kerja pertama, 
kesesuaian bidang dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama. 

8) Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengem-
bangan akademik, serta non-akademik program studi. 

 
4. Standar 4. Sumber Daya Manusia 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia 
mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi melalui prog-
ram akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program 
studi harus mendayagunakan sumber daya manusia dapat meliputi 
dosen, dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan, serta 
andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses 
pembentukan nilai tambah bermu pada diri mahasiswa yang dibimbing-
nya, bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan bermutu baik 
maka program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan 
keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. 
Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang 
efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik. 
a. Deskripsi 

Program studi mendayagunakan dosen tetap dengan memenuhi 
kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja dalam 
jumlah sejajar dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlu-
kan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata 
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kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa maupun pakar keilmuan) untuk 
memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. 

Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan seperti 
pustakawan, laboran, analisis, teknisi, operator, dan staf administrasi 
dengan kualifikasi, kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki 
sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, peng-
hentian dosen, serta tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutu-
han penjaminan mutu program akademik. 

b. Elemen Penilaian: 
1) Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, 

sosial dan profesional), jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan 
akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, 
dosen tamu, dosen luar biasa maupun pakar keilmuan sesuai 
dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik. 

2) Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, ghibah, pen-
danaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional 
maupun internasional; besaran dan proporsi dana penelitian 
baik dari sumber institusi sendiri  maupun dari luar institusi. 

3) Reputasi, keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik, dan 
profesi. 

4) Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 
kependidikan (pustakawan, laboran, analisis, teknisi, operator, 
programer, instruktur, staf administrasi, dan staf pendukung 
lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program 
studi.  

5) Keefektifan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengem-
bangan, retensi, dan penghentian dosen dan tenaga kepen-
didikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program 
akademik. 
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6) Sistem monitoring, evaluasi, rekam jejak kinerja akade-mik 
dosen, dan kinerja tenaga kependidikan. 

 
5. Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pem-
belajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyeleng-
garaan program akademik pada tingkat program studi. Kurikulum yang 
dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, 
terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum 
harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi serta 
pengembangan bagi pembelajar yang sesuai dengan minat dan bakat. 

Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin 
pelajaran untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. 
Suasana akademik di program studi harus menunjang pendidikan 
dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan 
kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik prog-
ram studi harus kritis dan respon terhadap perkembangan kebijakan, 
peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.  
a. Deskripsi 

Kurikulum merupakan suatu rancangan pada kegiatan pem-
belajaran sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melak-
sanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan untuk men-
capai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian 
mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan 
terhadap keilmuan mencakup standar mutu, dan visi, misi perguruan 
tinggi maupun program studi. 

Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum 
dapat dimutakhirkan pada program studi secara periodik agar sesuai 
dengan kompetensi yang dibutuhkan dan perkembangan IPTEKS. 
Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan 
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tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat 
program studi. 

Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, 
cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian dengan men-dorong 
terbentuknya hard skills dan soft skills (keterampilan kepribadian dan 
perilaku). Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menetapkan 
komponen kurikulum tertentu menjadi struktur kurikulum yang disusun 
oleh program studi. 

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang 
relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hierarki. Kegiatan 
pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari kegiatan 
belajar, seperti perkuliahan (tatap muka dan jarak jauh), praktikum, 
magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas pada pem-
belajaran lainnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pen-
dekatan, strategi, dan teknik agar dapat mengkondisikan peserta didik 
berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, serta bereksperimen dengan 
memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran diguna-
kan berorientasi pada peserta didik (learner oriented) dengan kondisi 
pembelajaran yang mendorong peserta didik belajar mandiri di mana 
untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft 
skills). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mendemon-
strasikan hasil belajar dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, 
kemampuan dan sikap terbuka untuk menyempurnakan kinerja ter-
sebut. 

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik peserta 
didik termasuk kemampuan awal dengan keberagaman yang dapat 
dilakaukan dalam pembelajaran oleh dosen melalui strategi tersebut. 
Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dapat menggunakan 
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konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara 
akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantau-
an, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilai-
an atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui per-
bandingan dengan strategi pembelajaan. 

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar yang 
dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengguna-
kan instrumen, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi 
hasil belajar untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan 
memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran. 

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menum-
buhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar pihak kepen-
didikan maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan 
akademik baik di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik di-
tujukan pada perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesio-
nalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta 
penerapan kode etik akademik. 

b. Elemen Penilaian: 
1) Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan ter-

struktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya 
demi tewujud tujuan, misi, dan visi program studi. 

2) Kurikulum harus memuat mata kuliah dengan mendukung 
pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan 
untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai 
dengan minat serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, 
silabus dan rencana pembelajaran. 

3) Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan 
tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian men-
dorong terbentuknya hard skills maupun soft skills di mana 
dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. 
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4) Kurikulum dan seluruh kelengkapan harus ditinjau ulang 
dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak 
yang terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan 
kebutuhan pemangku kepentingan. 

5) Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang 
relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarki. 

6) Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan 
teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir 
kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan me-
manfaatkan sumber belajar. 

7) Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk me-
monitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan 
perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan 
materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 

8) Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa perdosen wali, pelak-
sanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektivitas 
kegiatan perwalian. 

9) Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata maha-
siswa dilakukan perdosen pembimbing tugas akhir. Selain itu, 
rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akade-
mik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan 
waktu penyelesaian penulisan. 

10) Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan selama tiga 
tahun terakhir. 

11) Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang 
suasana akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan 
dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan sua-
sana akademik, interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, 
serta pengembangan perilaku kecendekiawanan. 
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6. Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Pra-sarana, serta Sistem 
Informasi 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana 
dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu 
penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, 
sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelaya-
kan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di prog-
ram studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh 
program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien program 
studi harus memiliki akses yang memadai baik dari aspek kelayakan, 
mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan 
sarana, serta sistem informasi. 

Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi 
merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi dapat 
merefleksikan kapasitas program studi dalam memperoleh, merencana-
kan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, pra 
sarana dan sarana, serta sistem informasi untuk  mendukung kegiatan 
tri dharma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan 
ketersediaan dana, pra-sarana dan sarana serta sistem informasi yang 
dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi 
standar kelayakan minimal. 

Program studi harus melibatkan dalam pengelolaan, pemanfaa-
tan, dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi 
landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, pra-sarana dan 
sarana, serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif 
dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk 
mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat). 
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Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk 
menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma 
program studi.  
a. Deskripsi 

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana 
yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, 
dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan 
pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh 
institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan 
akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi 
penggunaan dan pengendalian pengeluaran. 

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan 
program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, 
luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan 
kualitas sumber daya pengoperasian dan perawatan yang memadai. 
Sesuai dengan visi program studi, dapat mengakses terhadap fasilitas 
dan peralatan, serta mendapatkan pelatihan untuk penggunaan. Penge-
lolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, 
kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemu-
takhiran, kejelasan peraturan, serta efisiensi dalam pemanfaatan. 

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan 
sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung penge-
lolaan, penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, 
pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara 
efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan 
data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (retrieval), presentasi data, 
informasi, dan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan. 

b. Elemen Penilaian:  
1) Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, 

perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan 
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pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus 
mencerminkan pada proses perencanaan, pengelolaan dan 
pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana melalui 
mekanisme yang transparan dan akuntabel.  

2) Dana operasional dan pengembangan (termasuk ghibah) dalam 
lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program 
akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan 
jumlah dan tepat waktu.  

3) Ruang kerja dosen dengan memenuhi kelayakan dan mutu 
aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.  

4) Akses dan pendayagunaan sarana digunakan dalam proses 
administrasi dan pembelajaran, serta penyelenggaraan kegia-
tan tridharma secara efektif. 

5) Akses dan pendayagunaan prasarana menunjang proses 
administrasi dan pembelajaran, serta penyelenggaraan kegiatan 
tri dharma secara efektif. 

6) Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan 
data, dan informasi tentang penyelenggaraan program akade-
mik di program studi tersebut. 

 
7. Standar 7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat, 

dan Kerjasama 
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan 

dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, kerjasama 
diselenggarakan untuk pengembangan mutu program studi. Kelayakan 
penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan 
pelaksanaan. 

Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan dan 
pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama yang terintegrasi 
dengan penjaminan mutu program studi. Pada tahapan standar ini 
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bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, 
tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi tersebut. 
Standar ini merupakan elemen dalam penjaminan mutu akreditasi 
program studi merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam mem-
peroleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola dan me-
ningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, 
dan kerjasama. 

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, 
pemanfaatan, kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat, dan kerjasama pada jenjang perguruan tinggi. Program 
studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna men-
dukung kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, 
dan kerjasama.  
a. Deskripsi: 

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang 
memberikan kontribusi pada proses pembelajaran, pengembangan 
IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan 
mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau road 
map, dan pelaksanaan penelitian menunjang terwujud visi dan ter-
laksana misi program studi dan institusi, serta akses terhadap fasilitas 
penelitian.  

Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan 
penelitian bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan. 
Hasil penelitian didiseminasikan melalui pre-sentasi ilmiah dalam 
forum ilmiah nasional dan internasional dan dipublikasikan dalam 
jurnal nasional yang terakreditasi sangat baik.  

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, imple-
menttasi program, kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada 
masyarakat dengan membuktikan efektifitas pemanfaatan dalam 
masyarakat. Pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dilaksana-
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kan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan 
hasil pendidikan, dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni upaya memenuhi peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. 

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, imple-
mentasi,  pengembangan program, dan kegiatan kerjasama oleh insti-
tusi dalam rangka meningkatkan keilmuan dosen dan mahasiswa, serta 
sumber daya lain dimiliki institusi dalam melaksanakan tridharma 
perguruan tinggi. 

b. Elemen Penilaian: 
1) Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, pening-

katan mutu penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masya-
rakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan diharapkan 
pada visi, misi program studi, dan institusi. 

2) Kejelasan, transparansi, akuntabilitas sistem pengelolaan 
penelitian,  pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat 
termasuk proses monitoring, evaluasi, peninjauan ulang 
strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu 
berkelanjutan. 

3) Benchmark, target mutu penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

4) Dukungan, komitmen institusi pada program studi dalam 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tinggi 
dalam upaya kerjasama, fasilitas yang sesuai dengan program, 
kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja-
sama. 

5) Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.  

6) Aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama 
yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. 
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Kegiatan dalam program ini dapat diklasifikasikan sebagai 
program yang mengandung beberapa komponen kegiatan seperti 
kegiatan peringatan HUT Proklamasi, Hardiknas, Harkitnas, dan 
sebagainya. Selain itu, program tersebut memuat kegiatan terdiri 
penggalangan dana, pembentukan kepanitiaan, perizinan hingga 
kegiatan pelaksanaan. 

Adapun program yang menunjukkan ciri khusus, yaitu 
kegiatan jamak. Contoh: Program pembelajaran adalah kegiatan 
jamak mengandung kegiatan diantaranya penyusunan kurikulum, 
penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran), pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 
dan evaluasi. Sesuai dengan bentuk kegiatan, program dapat di-
klasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: 
a. Program Prosesan 

Program prosesan adalah program yang kegiatan pokok dapat 
mengubah bahan mentah (raw input) menjadi bahan jadi sebagai 
hasil proses yang disebut sebagai output (luaran). Ciri khusus dari 
program ini adalah kegiatan mengubah bahan mentah sebagai 
masukan untuk diolah dan ditransformasikan menjadi bahan baru 
(yang kondisinya lebih baik) sebagai produk  kesesuaian oleh suatu 
program. Contoh : Program pembelajaran kegiatan adalah mem-
berikan perubahan siswa yang belum menguasai ilmu pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan melalui suatu proses transformasi. Dengan 
demikian, disebut program pembelajaran. 

b. Program Layanan 
Program layanan (service) adalah suatu kesatuan kegiatan 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dilayani 
(pelanggan) sehingga dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. Contoh: 
program layanan perpustakaan, dan program koperasi. Orientasi 
dari program layanan ini adalah kepuasan pelanggan (customer 
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Evaluasi model CIPP atau the CIPP model merupakan model 
evaluasi yang diterapkan oleh evaluator. Model evaluasi ini dikem-
bangkan oleh Daniel Stufflebem dan Egon Guba (1976) di Ohio State 
University. Kata CIPP kepanjangan dari context, Input, process dan 
product. Seorang evaluator dari University of Wangshington bernama 
Gilbert Sax (1980) kemudian disempurnakan model evaluasi CIPP 
dengan satu komponen tambahan O, yaitu singkatan dari out-come 
yang menjadi model evaluasi CIPPO. Apabila model CIPP hanya pada 
mengukur output (product), maka CIPPO sampai kepada implementasi 
product. 

Model evaluasi CIPP dalam W. James Popham (1992) di-
definisikan sebagai sebagai process of delineating, obtaining, and 
providing useful information for judging decision alternatives. Pen-
dekatan yang digunakan dalam evaluasi model CIPP berorentasi pada 
pemegang keputusan (a decision oriented evaluation approach structu-
red). 

Sehingga dalam membuat pedoman kerja untuk melayani 
manajer dan administrator model evaluasi CIPP ada empat macam 
keputusan pendidikan, meliputi beberapa diantaranya: 
a) Context evaluation to serve planning decision. Konteks evaluasi ini 

membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan 
dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. 

b) Input evaluation, structure decision. Evaluasi ini mengatur keputu-
san, menentukan sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana 
dan strategi sebagai kebutuhan, dan prosedur kerja untuk keter-
capaian suatu program. 

b. Process evaluation, to serve implementing decision. Evaluasi proses 
ini dalam rangka untuk membantu mengimplementasikan keputu-
san sejauhmana rencana yang diterapkan, prosedur yang dapat 
dimonitoring, dikontrol, dan diperbaiki. 
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c. Product evaluation, to serve recyling decision. Evaluasi produk ini 
untuk membantu keputusan selanjutnya. Huruf pertama dari konteks 
evaluasi dijadikan ringkasan CIPP yang dapat dikembangkan dalam 
suatu program model ini yang kemudian diperkenalkan Stufflebeam 
(Farida, 2008: 14). 

 
Titik awal kegiatan evaluasi program sebagai penyusun program 

untuk ketercapaian kualitas dari kegiatan tersebut. Di samping itu, jika 
program yang sudah direncanakan belum tercapai bagaimana tindakan 
yang semestinya dilakukan. Evaluasi program diadakan untuk melihat 
pencapaian target program. Dengan demikian, dalam penelitian model 
ini diuraikan di gunakan yakni sebagai evaluasi program model CIPP 
(Context, Input, Prosess, and Product). 

 
3. Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Prosess, and 

Product) 
Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, Prosess, and 

Product) pertama kali dikemukakan oleh Stufflebeam tahun 1965 
untuk mengevaluasi ESEA (The Elementary and Secondary Education 
Act). Konsep ini dinyatakan Stufflebeam dengan pandangan bahwa 
tujuan penting evaluasi  untuk memperbaiki. Hal ini dipertegas oleh 
Madaus dkk (1983: 118) dengan meng-emukakan the CIPP approach 
is based on the view that the most important purpose of evaluation is 
not to prove but to improve. 

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang 
seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan berbagai tingkatan 
baik proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan, 
Stufflebeam (2003) menggolongkan sistem pendidikan empat dimensi 
yaitu context, input, process, dan product. 
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Sudjana dan Ibrahim (2004: 246) menerjemahkan masing-
masing dimensi dengan makna: 
a) Context, situasi/ latar belakang yang mempengaruhi jenis, tujuan, 

dan strategi pendidikan dikembangkan dalam sistem yang ber-
sangkutan. Situasi ini merupakan faktor eksternal, seperti masalah 
pendidikan yang dialami, keadaan ekonomi negara, dan pandangan 
hidup masyarakat. 

b) Input, sarana/modal/bahan, dan rencana strategi ditetapkan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Komponen input yang meliputi siswa, 
guru, desain, sarana, dan fasilitas. 

c) Process, pelaksanaan strategi, dan penggunaan sarana/modal/bahan 
di dalam kegiatan di lapangan. Komponen proses meliputi kegiatan 
pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan. 

d) Product, hasil yang dicapai pada pengembangan sistem pendidikan 
yang bersangkutan dalam komponen produk meliputi pengetahuan, 
kemampuan, dan sikap (siswa dan lulusan). 

 
Menurut Stufflebeam dalam Oliva (1992:491) pada aspek, dan 

prosedur pelaksanaan evaluasi model CIPP seperti pada Tabel 1. 
Sebagai berikut : 

Tabel 1 
Aspek dan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Model CIPP 

 Context 
Evaluation 

Input Evaluation 
Process 

Evaluation 
Product 

Evaluation 
Obyek 
(sasaran) 

Mendefinisikan 
operasional context, 
mengidentifikasi, 
memperkirakan 
kebutuhan men-
diagnosa masalah, 
memprediksi kebu-
tuhan, dan peluang. 

Mengidentifikasi, 
memperkirakan 
sistem, kapabilitas 
strategi input yang 
tersedia, dan men-
desain untuk imple-
mentasi strategi. 

Mengidentifikasi, 
memperkirakan 
proses tentang 
kerusakan di 
dalam desain 
prosedur atau 
implementasi, 
menyediakan 

Menghubungkan 
informasi out-
comes dengan 
obyek, informasi 
context, input, 
dan process. 
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informasi sebelum 
program diputus-
kan, memperbaiki 
dokumen event 
prosedural, dan 
aktivitas. 

Metode Mendeskripsikan 
context, memban-
dingkan dengan 
sebenarnya, meng-
awasi input dan out-
put, membandingkan 
kemungkinan dan 
ketidakmungkinan 
sistem kerja, dan 
menganalisa 
penyebab 
ketidakmungkinan 
dan ketidaksesuaian 
kenyataan dengan 
tujuan (harapan). 

Mendeskripsikan dan 
menganalisis SDM 
dan sumber daya 
material yang 
tersedia, solusi 
strategis, dan desain 
prosedur untuk 
relevansi, kemung-
kinan kegiatan yang 
dapat dilaksanakan, 
dan kebutuhan 
ekonomi dalam 
rangkaian kegiatan. 

Memonitoring 
setiap aktivitas 
yang berpotensi 
terdapat tantangan 
secara prosedural, 
dan memberikan 
tanda untuk 
antisipasi untuk 
mem-peroleh 
informasi yang 
spesifik untuk 
memutuskan 
suatu program, 
dan mendeskripsi-
kan proses yang 
aktual. 

Mendefinisikan 
operasional dan 
mengukur 
kriteria asosiasi 
dengan obyektif 
dan memban-
dingkan hasil 
pengukuran 
dengan standar 
sebelum dilaku-
kan antisipasi, 
dan menginter-
pretasi outcomes 
berdasarkan 
dokumen 
informasi 
context, input, 
dan process. 

Hubungan 
pengambilan 
keputusan 
dengan 
proses 
perubahan 

Memutuskan dalam 
hal menyajikan 
perangkat, tujuan 
asosiasi, dengan 
mendiskusikan 
kebutuhan dan 
peluang, dan sasaran 
asosiasi untuk 
perubahan 
perencanaan 
kebutuhan. 

Memilih SDM sebagai 
pendukung, solusi 
strategis, dan desain 
prosedural untuk 
perubahan struktur 
kerja (aktivitas). 

Untuk implemen-
tasi dan memper-
baiki desain 
program dan 
prosedur untuk 
efektivitas proses 
kontrol. 

Untuk memutus-
kan dalam 
kegiatan secara 
kontinu, meng-
hentikan (meng-
akhiri), modifi-
kasi, mengatur 
kembali fokus 
perubahan 
aktivitas dengan 
tahapan materi 
yang lain dalam 
proses perubahan 
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untuk mengatur 
kembali aktivitas 
perubahan. 

 
Stufflebeam dalam naskah yang dipresentasikan pada Annual 

Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN) 
Portland tahun 2003 dapat memperluas makna evaluasi product men-
jadi impact evaluation (evaluasi pengaruh), effectiveness evaluation 
(evaluasi efektivitas), sustainability evaluation (evaluasi keberlanjutan), 
dan transportability evaluation (evaluasi transformasi) (Stufflebeam, 
2003:59-62). 
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A.  Metode Penelitian 

Sebelum menjadi literatur, tim penulis menggunakan pendekatan 
penelitian evaluasi  terpacu pada pengumpulan data, penyajian data 
yang akurat, objektif, dan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria 
ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih (2005:120) 
penelitian evaluasi merupakan suatu desain, prosedur evaluasi dalam 
mengumpulkan data, dan menganalisis data secara sistematik dalam 
menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik (pendidikan).  

Nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan didasarkan atas 
hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan 
standar. Berdasarkan akurasi, dan objektivitas informasi dapat 
diperoleh dari Implementasi Standar BAN-PT dalam penyelengaraan 
Pelayanan di FTIK IAIN Pontianak tahun 2015.  

Riset Evaluasi merupakan salah satu bentuk penelitian terapan 
(applied research). Jika dibandingkan dengan jenis penelitian lain, riset 
evaluasi mempunyai kesamaan dalam pemilihan pendekatan, metode-
logi, penentuan subyek, sampling maupun prosedur riset. Perbedaannya 

 

METODOLOGI 
 

BAB 
III 
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adalah pada tujuan dari riset. Sedangkan, riset konvensional orientasi 
pada kesimpulan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, akumu-
lasi teori, dan adaptasi teori yang dilandasi dengan rasa ingin tau 
(curiosity).  

Sedangkan, riset evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan 
informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan menyusun prog-
ram. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nisbet (1999) yang 
menyatakan bahwa perbedaan esensial antara riset evaluasi dan riset 
konvensional (riset dasar) adalah pada tujuan dalam pemilihan subyek, 
dan metode. 

Ditinjau dari jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini meng-
gunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menangani data-data 
yang bersifat kuantitatif (angka). Sedangkan, pendekatan kualitatif 
digunakan untuk menjelaskan secara mendalam dengan data kualitatif 
di mana diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara komprehen-
sif. 

Tidak mengherankan jika dalam penelitian kemudian tim penulis 
menggunakan pendekatan evaluasi berorientasi keahlian (Expertise-
oriented evaluation). Evaluasi berorientasi keahlian ini menggunakan 
standar keahlian yang diarahkan pada evaluasi program dan komponen 
dengan menggunakan standar yang diambil dari teori/konsep yang 
dirumuskan oleh para ahli sebagai suatu program. 
1. Objek Penelitian 

Adapun objek kajian dalam penelitian adalah implementasi 
standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak. Di samping itu, fokus 
penelitian dipusatkan pada penerapan Standar Pendidikan dan 
pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak, ketersediaan 
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B. Sumber Data 
Data adalah bahan dan informasi yang memberikan keterangan 

pada objek penelitian pada aspek materi. Di samping itu, Muhajir 
(2002:44) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan 
dalam bentuk verbal. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul 
dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya. Hal ini 
juga muncul dalam kalimat panjang lebar yang dapat dideskripsikan, 
singkat dan perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. 

 
Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak yang terkait 

dalam Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN 
Pontianak. Data ini dibagi dalam dua sumber data yakni data primer 
dan data sekunder. 
1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di 
lapangan melalui teknik wawancara terhadap informan. Dalam 
penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak pelaksana standar 
penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jurusan yang ada di lingkungan FTIK 
dan tenaga administrasi fakultas dapat mendukung operasional kegiatan 
Jurusan. Selain wawancara data primer ini juga diperoleh dari hasil 
observasi langsung di Jurusan dan ruang tenaga administrasi fakultas 
tersebut. 
 
2. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, arsip 
dan data, serta informasi lainnya terkait hubungannya dengan kebijakan 
Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN 
Pontianak. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis 
(dokumen) fakultas dengan Implementasi Standar Penilaian Akreditasi 
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akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak. 

Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi 
dengan jumlah responden dikali 100 %, seperti yang dikemukakan 
Nana Sudjana (2001: 128) adalah sebagai berikut : 

P = F x 100% 
N 

 
Keterangan : 
P : Presentase jawaban 
F : Frekuensi nilai yang diperoleh 
   dari seluruh item 
N : Jumlah responden 
100 % : Bilangan tetap 
 

Jawaban dari kuesioner atau angket yang telah disebar, di 
analisis dengan rumus presentase (%) yaitu banyaknya jawaban dibagi 
dengan jumlah keseluruhan responden dikali dengan 100%. Selanjut-
nya data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan teori dan 
beberapa hasil penelitian terdahulu. 
 
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kegiatan penelitian 
ini dilakukan selama 6 bulan mulai dari Juni sampai  November 2015. 

Secara rinci jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
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Tabel 3. 2 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

 
 

No 
 

Urutan Kegiatan 
Tahun 2015 

Juni Juli Agst Sept Okt Nop 
1 Penjajakan Awal 

Menemukan 
Masalah 

      

2 Penyusunan 
Proposal 

      

3 Penelusuran 
Kepustakaan 

      

4 Penyusunan 
Intrumen 
Penelitian 

      

5 Pengumpulan data       
6 Pemeriksaan 

keabsahan Data 
      

7 Penyusunan 
Laporan Penelitian 
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A. Gambaran Umum FTIK IAIN Pontianak 

1. Sejarah Singkat FTIK IAIN Pontianak 
 

Berdasarkan website resmi IAIN Pontianak (www.iain 
ptk.ac.id) diakses tanggal 26-09-2015) latar belakang berdirinya 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak bermula dibentuk-
nya Yayasan Sadar yang diketuai oleh A. Muin Sanusi, Walikota 
madia Pontianak saat itu. Selain yayasan tersebut, dibentuk pula 
Dewan Kurator yang diketuai oleh Brigjend Ryacudu, Pangdam XII 
Tanjungpura. 

 
Kemudian, akibat mutasi beberapa anggota tahun 1975 

diadakan resuffle Dewan Kurator sehingga Brigjend. Kadarusno-
Gubernur Kalimantan Barat terpilih sebagai ketua baru. Di dalam 
yayasan Dewan Kurator inilah ulama aparatur Pemerintah Daerah, 
dan masyarakat Kalbar bekerjasama merajut asa dengan mewujud-
kan cita-cita agar di daerah ini berdiri sebuah lembaga pendidikan 
tinggi agama Islam. 

 

 

HASIL DAN 
PEMBAHASAN 

 
 

BAB 
IV 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=A._Muin_Sanusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurator
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/1975
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
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Di awal langkahnya, pada bulan Juli 1965, yayasan men-
dirikan Fakultas Tarbiyah di Pontianak yang kemudian disusul 
dengan Fakultas Ushuluddin di Singkawang. Setelah berjalan 
selama 4 (empat) tahun, Fakultas ini bersama-sama dengan Fakultas 
Ushuluddin Singkawang berubah menjadi negeri dengan Surat 
Keputusan (SK) Menteri Agama No. 26 Tahun 1969 tanggal 6 
Agustus 1969 sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
oleh KH. Moh. Dahlan selaku Menteri Agama RI pada saat itu. 

 
Sekitar awal 1969 berdasarkan dokumen kesepakatan 

antara yayasan sadar pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan 
Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikirimkan 3 (tiga) orang 
dosen dari IAIN Jakarta yaitu Drs. Ahmad Lujito (Ahli lmu 
pendidikan), Drs. Mardiyo (Ahli bahasa Arab), dan Drs. Moh. 
Ardani (Ahli ilmu agama). 

 
Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 

Tahun 1973 tentang pemindahan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif 
Hidayatullah di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di pontianak 
maka Fakulutas Ushuludin di Singkawang akan digabungkan ke 
Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah di Pontianak. Surat 
Keputusan ditandatangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri 
Agama RI pada bulan Oktober 1973. 

 
Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, Fakultas Muda 

Cabang IAIN Jakarta dapat memberikan lulusan Sarjana Muda. 
Kemudian, berkembang menjadi Fakultas Madya pada tahun 1982. 
Sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk 
menghasilkan sarjana. Bersamaan dengan perkembangan kelemba-
gaan, status fakultas cabang berubah menjadi Fakultas Tarbiyah 
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak. 
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2. Struktur Organisasi FTIK IAIN Pontianak 
Organisasi merupakan tempat atau wadah orang berkumpul, 

bekerjasama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, 
terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-
prasarana, data dan lain sebagainya secara efektif serta efisien untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

Dalam melaksanakan fungsi organisasi mencakup perencana-
an (planning), pengorganisasian (organizing), tindakan (actuanting) 
dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, dibentuk struktur 
organisasi dalam rangka memperjelas pelaksanaan tugas, pengenda-
lian peran, fungsi pimpinan dan anggota organisasi serta demi 
mempermudah berjalannya sistem organisasi. 

Adapun susunan dan bentuk struktur organisasi IAIN 
Pontianak, pada unit kerja Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan, 
adalah sebagai berikut : 

 

STRUKTUR PIMPINAN 
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK 

2015 
 
PERSONALIA : 
1. Pimpinan Fakultas  

Dekan : Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M.Pd. 
Wakil Dekan I : Eka Hendry AR, S.Ag.S.Pd, M.Si 
Bidang Akademik 
Wakil Dekan II Bidang : Drs. Muhammad Rahmatullah, M.Ag 
Umum dan Keuangan 
Wakil Dekan III Bidang : Dra. Hj. Rusnila, M.Si. 
Kemahasiswaan & Alumni 
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2. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Ketua Jurusan : H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag 
Sekretaris Jurusan : Sukino, S.Ag, M.Ag 

3. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Ketua Jurusan : Nelly Mujahidah, S.Ag, M.S.I 
Sekretaris Jurusan : Midyan Surya Ishak, S.Ag, M.P 
 

4. Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 
Ketua Jurusan : Drs. Mansur, M.Pd 
Sekretaris Jurusan : Kartini, S.Ag, M.Ag. 

 
5. Jurusan Pendidikan Raudhatul Anfal 

Ketua Jurusan : Nur Hamzah, S.Pd.I, M.Pd 
Sekretaris Jurusan : Isyatul Mardiyati, S.Psi, M.Psi, 
Psikolog 

 
6. Administrasi 

Kabag Tata Usaha : Drs. H. Sohorman AR. 
Kasubag Administrasi : Noviansyah, S.Pd.I  
Umum dan Keuangan 
Kasubag Akademik, : Suyati, S.Ag 
Kemahasiswaan dan Alumni 

 
3. Keadaan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa FTIK 

IAIN Pontianak 
a. Keadaan Dosen dan Karyawan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi di 
lokasi penelitian dapat diketahui bahwa jumlah dosen dan 
karyawan di FTIK IAIN Pontianak adalah sebanyak 100 orang 
terdiri dari 25 orang Dosen PNS, 25 orang Dosen Non PNS, 25 
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orang Karyawan PNS dan 25 orang sisanya adalah karyawan 
Non PNS. Adapun data jumlah Dosen dan Karyawan FTIK 
IAIN Pontianak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4. 1 

Jumlah Dosen dan Karyawan FTIK IAIN Pontianak 

No Status 
Jenis Kelamin 

Jumlah Laki-
Laki 

Perempuan 

1 Dosen PNS 27 13 40 
2 Karyawan PNS 3 3 6 
3 Koryawan Non PNS 2 5 7 

TOTAL 53  
 

Sumber : Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 
FTIK IAIN Pontianak 

 
b. Keadaan Mahasiswa 

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh lapangan, 
jumlah mahasiswa FTIK IAIN Pontianak, semester Ganjil 2015/ 
2016 adalah sebanyak 1822. Akan tetapi, data tersebut masih 
belum valid karena terjadi selisih antara data pada tabel dengan 
di absen fakultas perkelas. Hal ini mengingat dalam kegiatan 
perkuliahan semester kadangkala ada mahasiswa yang cuti, 
pindah, berhenti kuliah dan lain-lain. 

 
Adapun rincian rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FTIK 

IAIN Pontianak terdiri dari 1379 mahasiswa jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI), 184 mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 
(PBA), 202 mahasiswa Pendidikan Gru Madrasah Ibtidaiyah 
(PGMI) dan 57 orang mahasiswa jurusan Pendidikan Guru 
Raudhatul Athfal (PGRA). 
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Adapun jumlah mahasiswa FTIK IAIN Pontianak untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4. 2 

Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak 
Tahun Akademik 2015/2016 Semester Ganjil 

No Jurusan Jumlah
1 Pendidikan Agama Islam 1379
2 Pendidikan Bahasa Arab 184
3 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 202
4 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 57

1822J U M L A H  

Sumber : Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 
IAIN Pontianak 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 215 sampel terdiri dari 
mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi diFTIK IAIN Pontianak. Hal 
ini berdasarkan data yang bersumber dari bagian kepegawaian 
Akademik dan Kemahaiswaan IAIN Pontianak tahun 2015. 

Adapun penentuan sampel sebanyak 215 orang responden 
mengacu pada teknik pengambilan total sampling yang dikemukakan 
oleh Sugiyono (2012). 

Selanjutnya dari hasil penelitian karakteristik responden yang 
berasal dari mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi di FTIK IAIN 
Pontianak, peneliti sajikan dalam paparan data hasil penelitian 
sebagaimana berikut : 
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Tabel 4.3 
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Pekerjaan 

No Status Frekuensi (n) Persentase (%) 
1 Mahasiswa 177 82,32 
2 Tenaga Aministrasi 10 4,66 
3 Dosen  28 13,02 

Jumlah 215 100 % 
 

Dari data yang diperoleh pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 
terdapat 177 orang (82,32 %) responden penelitian yang berasal dari 
mahasiswa, 10 orang (4, 66 %) berasal dari tenaga administrasi, dan 
dari unsur dosen di adalah 28 orang (13,02 %) responden semua 
sampel tersebut berasal dari lingkungan akademis FTIK IAIN 
Pontianak. Dari total 215 responden sampel penelitian ini. Responden 
terbanyak berasal dari mahasiswa yakni berjumlah 177 orang. Sedang-
kan, responden paling sedikit terlibat dalam penelitian ini berasal dari 
responden tenaga administrasi  berjumlah 10 orang. 

 
1. Data Tentang Bagaimana Conteks Implementasi Standar 

Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak 

 
Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN 
Pontianak terdiri atas komponen : 
a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian. 
b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu. 
c. Mahasiswa dan lulusan. 
d. Sumber daya manusia. 
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2) Menyusun program kerja dan anggaran tahunan fakultas, 
3) Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai 

kompetensi, 
4) Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan, 
5) Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 
6) Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, 
7) Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat di dalam dan luar negeri, 
8) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

dengan pihak lain, 
9) Mengusulkan pemberian gelar doktor dengan persyaratan sesuai 

peraturan yang berlaku dalam pertimbangan senat fakultas, 
10) Melaksanakan pembinaan civitas akademika, 
11) Melaksanakan urusan tata usaha, dan 
12) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor 

setelah mendapat penilaian Senat Fakultas. 
 

Tugas pokok sebagai dalam analisis jabatan dapat diuraikan 
menjadi bagian tugas Dekan FTIK IAIN Pontianak meliputi; 
1. Memimpin Fakultas dengan tugas penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 
2. Membina tenaga pendidikan, kependidikan, mahasiswa, 
3. Merumuskan kebijaksanaan dengan persetujuan senat fakultas 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 
4. Merumuskan saran-saran yang hendak dicapai dalam penyeleng-

garaan/ pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, 
5. Menyusun rencana strategis dan program kerja fakultas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas, 
6. Membagi tugas langsung sesuai bidang tugas, 
7. Memberi arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
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fakultas, pembagian tugas pekerjaan dosen dan karyawan, kesejah-
teraan dosen dan karyawan, dan sebagainya. 

Adapun dalam membagi tugas pekerjaan personil, dekan mem-
perhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas, serta kemampuan 
pelaksanaan. 

Di samping itu, Dekan sebagai administrator memiliki hubungan 
sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang 
bersifat pencatatan, menyusun, dan dokumen seluruh program fakultas. 
Sebagai administrator, dekan harus memiliki kemampuan untuk mem-
perbaiki dan mengembangkan semua fasilitas baik sarana maupun pra-
sarana pendidikan. 

Dekan sebagai administraror pendidikan menerapkan kemam-
puan tugas operasional yakni kemampuan pengelola kurikulum, 
pengelola administrasi perserta didik, pengelola personalia, pengelola 
sarana prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, dan pengelola 
administrasi keuangan. 

Peran dekan sebagai administrator dapat dilihat pada kemam-
puan pengelolaan kurikulum, pengelolaan personalia, pengelolaan 
sarana  prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, danpengelolaan 
administrasi keuangan. 

Aspek-aspek kurikulum harus dikuasai oleh dekan sebagai 
supervisor adalah; 
a) Materi kuliah, 
b) Proses belajar mengajar, 
c) Evaluasi kurikulum, 
d) Pengelolaan kurikulum, dan 
e) Pengembangan kurikulum 
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yang diwujudkan dalam program supervisi kelas, kegiatan ekstrakuri-
kuler, serta peningkatan kinerja tenaga kependidikan. 
 
c. Data tentang proses Pelaksanaan Implementasi Standar 

Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN 
Pontianak 

 
Tenaga Administrasi FTIK IAIN Pontianak ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 
Pontianak Pasal 22 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa; 
1) Bagian tata usaha pada pasal 12 huruf d merupakan unsur 

pelaksanaan administrasi fakultas, 
2) Bagian tata usaha sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Kepala pimpinan dan bertanggung jawab terhadap Dekan. 
 
Pada pasal 23 menyatakan bahwa bagian tata usaha mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemaha-
siswaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Fakultas. 
 

Sedangkan, Pasal 24 menyatakan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1 tentang bagian tata usaha menye-
lenggarakan fungsi : 
a) Penyusunan rencana program; 
b) Pelaksanaan urusan keuangan; 
c) Pelaksanaan administarasi akademik, kemahasiwaan dan alumni; 
d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi; 
e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan penge-

lolaan barang milik negara; dan 
f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas. 
 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di FTIK IAIN Pontianak 
yang dipimpin oleh Drs. H. Sohorman AR sebagai Kepala Bagian Tata 
Usaha FTIK IAIN Pontianak. 
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Adapun uraian tugas Kabag TU FTIK IAIN Pontianak sebagai-
mana tertera dalam Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (job description) 
tahun 2015 adalah sebagai berikut : 
1. Melaksanakan Tata Arsip, Tata Surat, Statistik dan pelaporan pada 

fakultas. 
2. Melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris barang 

milik negara. 
3. Melaksanakan administrasi kerumahtanggaan dan hubungan 

masyarakat. 
4. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan 

serta penyusunan laporan. 
5. Memberikan layanan teknis di bidang administrasi umum, 

keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan. 
6. Menilai prestasi kinerja akademis sebagai bahan pembinaan karir. 
7. Melaksanakan tugas lain. 
8. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas tersebut. 
 

Pelaksanaan tugas Kabag TU dibantu oleh Kepala sub bagian 
Administrasi Umum & Keuangan yaitu Noviansyah, S.Pdi dan Kepala 
Sub bagian Akademik Kemahasiswaan & Alumni yaitu Suyati, S.Ag. 
Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas untuk ketercapaian tujuan 
organisasi Kabag TU dibantu oleh 9 orang staf fakultas berstatus 
Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak (honorer). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi diketahui 
bahwa tenaga Administrasi atau tata usaha sebagai tenaga kependidikan 
yang bertugas membantu fakultas dalam urusan administrasi antara lain 
kegiatan dalam pengembangan kualitas FTIK IAIN Pontianak seperti 
pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis. 
Dengan kata lain Tenaga Administrasi FTIK IAIN Pontianak bertugas 
sebagai pendukung proses pendidikan di kampus melalui layanan 
administratif dengan terselenggara kependidikan yang efektif dan 
efisien. 









Implementasi Standar Penilaian Akreditasi Prodi | 95 

 
Dari penjelasan diatas diketahui bahwa FTIK IAIN Pontianak 

dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan standar penilaian akreditasi 
program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT). Berdasarkan hasil penelitian, secara umum peneliti 
menemukan perihal yang dilaksanakan FTIK IAIN Pontianak untuk 
mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Standar BAN-PT 
dapat meningkatkan mutu pelayanan di FTIK IAIN Pontianak. 

 

Secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut : 
a) Sosialisasi dan pembinaan tentang teknis maupun pelaksanaan 

standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pejabat FTIK. 

Sosialisasi dan pembinaan terhadap implementasi standar 
penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilakukan oleh FTIK 
melakukan pertemuan Fakultas setiap awal bulan dalam acara Coffe 
Morning, dan melakukan rapat koordinasi dengan kebijakan yang 
dilaksanakan Fakultas. 

 
b) Pembinaan tentang peningkatan pemahaman tenaga administarasi 

dan dosen dengan implementasi standar penilaian akreditasi 
program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT). 

Perbedaan persepsi dari civitas akademika tentang konsep 
implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK 
IAIN Pontianak dalam mengelola Fakultas adanya kendala semesti-
nya diperbaiki. 

Adapun kebijakan dekan FTIK IAIN Pontianak melakukan 
sarana bagi seluruh unsur Pejabat, Dosen dan Staf Administrasi 
untuk mengkomunikasikan dan mengakses tentang Penyelenggaran 
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Fakultas Berbasis Akreditasi seperti (memfasilitasi dosen dengan 
program penulisan jurnal dosen dan jurnal mahasiswa, mengadakan 
kelompok diskusi dosen, memfasilitasi seluruh jurusan untuk ber-
partisipasi Asosiasi Jurusan Tingkat Nasional, melakukan workshop 
untuk meningkatkan kemampuan dosen memahami kurikulum 
berbasis KKNI dan penyusunan silabus, menyediakan Whats App 
Group Talas sebagai wadah Dosen FTIK berkomunikasi, Facebook 
FTIK. 

 
c) Menyusun Program Kerja Jurusan dan Fakultas yang mengacu pada 

Standar BAN-PT. 
Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di FTIK IAIN 

Pontianak sebesar Rp 2.167680,000 (Dua Miliar Seratus Enam 
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 
Anggaran tahun 2016 penyelenggaraan kegiatan dengan Standar 
BAN-PT. Kegiatan pendanaan DIPA, Fakultas dapat mengembang-
kan program kerjasama dengan Pemerintah daerah di Kalimantan 
Barat seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, 
Kemenag Kota Pontianak untuk Program Pembinaan Kompetensi 
guru PAI baik SD/MI hingga SMA/MA. 

Di samping itu, FTIK memperoleh dari Kemenag Pusat 
untuk menyelenggarakan Program Kualifikasi bagi Guru PAI 
dengan Diploma Dua dan Aliyah serta menjadi mitra UIN Jakarta 
untuk program PLPG bagi guru RA,MI dan PAI dibawah Kemenag 
serta mitra kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk program 
PLPG bagi Guru PAI SD hingga SMA dibawah naungan Diknas. 

 
d) Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar di FTIK IAIN Pontianak  jumlahnya ideal 
sehingga FTIK mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi 
Lain seperti IKIP PGRI, dosen, FKIP Untan, Universitas 
Muhammadiyah Pontianak, Instansi Pemerintah dan para praktisi 
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yang berkompetensi dengan tenaga Dosen di Jurusan di FTIK IAIN 
Pontianak terutama Jurusan PGMI dan PGRA. 

FTIK mengusulkan penambahan jumlah tenaga pengajar 
dengan cara mempekerjakan dosen tambahan atau dosen luar biasa. 
Akan tetapi, tidak semaksimal dosen tetap yang standbye di FTIK 
IAIN Pontianak. 

 
e) Sarana Prasarana 

Sarana prasarana memiliki peran penting untuk memper-
mudah kelancaran kegiatan di FTIK IAIN Pontianak. Akan tetapi, 
saat ini sarana prasarana masih terbatas dan pengadaaan/ 
penambahan dalam proses pembangunan. 

Adapun kendala dalam kelancaran kegiatan implementtasi 
standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di 2015 namun FTIK di 
Tahun 2016  memperoleh lampu hijau untuk kelengkapan Sarana 
prasarana Pembelajaran. 

 
2. Temuan Khusus Penelitian  

Adapun temuan khusus permasalahan penelitian dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran, 
b) Materi di antaranya materi kurikulum inti sebesar 65% ditingkat 

pusat dan materi kurikulum muatan lokal sebesar 35% ditingkat 
fakultas berdasarkan potensi lingkungan. Pedoman dan kisi-kisi soal 
disusun ditingkat pusat dengan kategori cukup. 

c) Perencanaan PBM dapat dilihat secara terperinci diantaranya 
adanya rencana pembelajaran semester dan perumusan tujuan. 

d) Pelaksanaan PBM di FTIK IAIN Pontianak meliputi pengarsipan 
metode dan media. Media dalam pembelajaran sebagai pemanfaatan 
sumber belajar, suasana pembelajaran, aktivitas dosen di kelas, 
aktifitas mahasiswa belajar di kelas. 



  

98 | FTIK IAIN Pontianak 

 
 

e) Evaluasi PBM dikategorikan baik dengan cara melakukan pretest 
dan post test setiap kali tatap muka, mengumuman hasil penilaian 
secara terbuka dan transfaran, serta evaluasi materi pada pertemuan 
sebelumnya yang belum dikuasai mahasiswa. 

f) Manajemen Mahasiswa 
Dalam manajeman pembelajaran dibutuhkan aktifitas yang terkait 
pada kondisi fisik, emosional. Kegiatan pembelajaran mencakup 
pencatatan dan tata pelaksanaan kesiswaan dalam bentuk pangkalan 
data Perguruan Tinggi (PDPT) bimbingan dan pembinaan disiplin 
mahasiswa meliputi bimbingan dan bantuan baik emosional, sosial 
dan bertanggung jawab. 

g) Manajemen Ketenagaan 
Pelaksanaan manajemen ketenagaan FTIK IAIN Pontianak, 
dikategorikan cukup dari perencanaan pegawai yang dianalisis 
pekerjaan (job analisis) dan analisis jabatan untuk memperoleh 
deskripsi pekerjaan (gambaran tentang tugas tersebut). Selain itu, 
evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara obyektif dan akurat yang 
difokuskan pada prestasi individu dan peran kegiatan fakultas. 
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e) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik sebanyak 
57,08 % responden dikategorikan baik, 

f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 
sebanyak 46,45 % dikategorikan baik dan sebagai komponen, 

g) Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerja-
sama sebanyak 43,53 % responden berjalan dengan baik. 

2. Upaya pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 
standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN 
Pontianak berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi 
kepemimpinan  sesuai dengan administrator dan supervisor dalam 
Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (Job Description) tahun 2015 di 
FTIK IAIN Pontianak. Namun fungsi dan kemampuan ini tidak 
didukung dengan keadaan organisasi serta sumber daya. Sehingga, 
program telah disusun tidak dapat digeneralisasikan dengan baik.  

3. Kesiapan tenaga administrasi dalam rangka mendukung implemen-
tasi standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN 
Pontianak belum berjalan dengan maksimal. Adapun penyebabnya 
adalah sebagai berikut :  
a) Kekurangan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan, 

kecakapan dan keahlian dengan bijak terhadap tugas tersebut; 
b) Mutu dan kinerja tata usaha masih rendah; 
c) Rendah disiplin, loyalitas dan tanggung jawab tenaga 

administrasi dalam menjalankan tugas; 
d) Kurangnya tindakan yang mencerminkan pelayanan prima 

kepada mahasiswa, orang tua dan masyarakat; 
e) Kurangnya kecerdasan emosional, spritual dan kecerdasan 

intelektual sebagai tenaga administrasi. 
 

Kendala di FTIK IAIN Pontianak mengimplementasikan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi disebabkan beberapa di antaranya : 
a) Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan tentang teknis maupun 

pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana 
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Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pejabat 
FTIK. 

b) Pembinaan tentang peningkatan pemahaman tenaga administrasi 
dan dosen dengan implementasi standar penilaian akreditasi 
program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN-PT). 

c) Keterbatasan pendanaan, 
d) Kurangnya tenaga pengajar, 
e) Sarana prasarana kurang memadai, dan 
f) Akses informasi tidak terjangkau di kampus. 
 

B. Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja 
tenaga pendidik dan administrasi dalam rangka mengimplementasi-
kan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Upaya ini 
diperoleh dengan memberikan penghargaan (reward) maupun 
hukuman (punishment) kepada karyawan. 

2. FTIK IAIN Pontianak agar dapat meningkatkan kerjasama dengan 
pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. Kerjasama 
internal berupa koordinasi dan penyamaan persepsi antara tenaga 
administarasi, dosen dan pimpinan tentang implementasi standar 
penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang sebenarnya. Sedangkan 
secara eksternal FTIK IAIN Pontianak dapat memberikan kontribusi 
para pakar dibidangnya untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan 
terhadap seluruh karyawan, dosen dan piminan FTIK di tingkat 
bawah (lower manager) hingga tingkat atas (top manager) tentang 
petunjuk teknis maupun standar pelaksanaan standar penilaian 
akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT). 
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